
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  atas penggunaan  keuangan  daerah  dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaran  operasional pemerintahan (Suwanda 2015: 60-61). Setiap tahunnya Badan Pengawas Keuangan (BPK) sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan dilaksanakan oleh BPK, akan melaksanakan pemeriksaan dan pengambil keputusan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan BPK sebagai pemeriksa yang independen akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar normatif pemeriksaan BPK yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (Suwanda, 2015: 85).

Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tentunya laporan keuangan yang disajikan memerlukan pengawasan dan kesesuaian dengan standar yang  telah  ditetapkan  (Desipradani & Nuraini, 2018: 264).

Pemenuhan kriteria kualitas laporan keuangan menuntut pengelola keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan (UU Nomor 17, 2003) dan Indonesian Government Regulation No. 71 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk menjaga kualitas laporan keuangan maka diperlukan pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut  Yusuf  (2015: 33) pengelolaan aset daerah adalah tahapan tahapan yang harus dilalui dalam siklus pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan  ganti rugi.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi untuk menghasilkan sebuah laporan  keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga  di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompetensi dalam akuntansi pemerintah  (Yaqin & Jatmiko, 2018).

Kompetensi SDM menjadi suatu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Begitupula dalam menyusun laporan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang  baik, harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan  berkompeten,  yang didukung  dengan  latar  belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan, dan juga mempunyai pengalaman di bidang keuangan  (Desipradani & Nuraini, 2018: 267).

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama di segala aspek. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan  mempercepat  proses  pencatatan,  penyajian,  analisa  dan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah karena  aplikasi  komputer  akuntansi  diciptakan  untuk  mengotorisasi  transaksi-transaksi  akuntansi  ke dalam  sebuah  laporan  dan  analisa  laporan  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan  sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah  yang  merupakan  peraturan  pengganti  dari  PP  No.11  tahun  2001  tentang  sistem  informasi keuangan daerah (Nadir & Hasyim, 2017: 58).
Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks.  Oleh  karena  itu,  pemanfaatan  teknologi  dalam  hal  ini  aplikasi  komputer  akuntansi  pada lingkup  pemerintah  pusat  dan  daerah  sangat  penting  dalam  membantu  pejabat  pengelola  keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan  (Nadir & Hasyim, 2017: 58).
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), namun pencatatan  aset-aset  daerah di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta masih belum tepat. 

Permasalahan kompetensi sumber daya manusia yang dihadapi di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta yaitu kurang kompetennya akuntan untuk mengelola aset dengan baik seperti terdapat permasalahan dimana aset tahun sebelumnya belum selesai untuk ditindaklanjuti. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki pegawai.  
Penelitian Rizqi (2017), menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ali & Kurniawaty (2017), menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Pujanira dan Taman (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan  Pemerintah Daerah. 
Penelitian Ali dan Kurniawaty (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ladewi et.al. (2021), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan, penelitian Desipradani & Nuraini (2018), menunjukkan kompetensi staf akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Penelitian Akhmad et.al. (2018), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan. Penelitian Chodijah & Hidayah (2018), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ulisanti & Asrori (2021), menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal sistem dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pentingnya kualitas laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemerintah Kota Surakarta, penelitian ini meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian terdahulu yang beragam, penelitian ini menguji kembali pengaruh pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta.
B. Batasan Masalah
Penulis memandang perlu untuk memberi pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, sehingga dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Untuk itu, mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dan ruang lingkup pada pengaruh pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta).
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing- masing pihak sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris pengaruh pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  sumber  referensi, dapat  mengembangkan  literatur-literatur  akuntansi  yang  sudah  ada, dan  memperkuat  penelitian  sebelumnya  yaitu  berkaitan  dengan pengaruh pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta wacana kepada pihak Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
F. Sistematika Penulisan

BAB I         PENDAHULUAN

Pada bab 1 berisi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II       TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan berbagai tinjauan teori, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, dan hipotesis.
BAB III     METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV    HASIL ANALISIS DATA

Berisi tentang hasil analisis data/hasil pembahasan atas pengukuran pengaruh pengaruh pengelolaan aset daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V     PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil pengukuran kualitas laporan keuangan yang dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.
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